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ABSTRAK 

Perlindungan konsumen sekarang tidak dapat dipisahkan berdasarkan kegiatan perdagangan, dalam 

kegiatan perdagangan ini diharapkan memicu kesepadanan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan 

konsumen, di Indonesia sekarang perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena 

menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan melalui adanya kesepadanan antara pelaku usaha 

dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera. Masalah kerugian konsumen yang dilakukan 

oleh pelaku usaha dalam melakukan peredaran rokok ilegal melalui mengabaikan hak-hak konsumen. 

melihat fakta hukum yang ditemukan dilapangan mungkin tidak begitu terlihat jelas dampak yang 

dialami oleh pihak konsumen. Konsumen yang sebagai pengguna rokok juga belum menyadari akan 

hak yang diberikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada mereka. Padahal telah dijelaskan 

dalam Undang-Undang tersebut serangkaian hak yang menjadi milik konsumen telah diatur oleh 

negara sehingga konsumen sudah biasa dikondisikan untuk menjadi manusia yang patuh dan taat 

sehingga pelaku usaha dapat melalui leluasa memanfaatkan kelemahan konsumen dengen 

mengedarkan rokok ilegal. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan penelitian ini 

adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan melakukan analisis terhadap permasalahan 

dalam penelitianmelalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma 

hukum. Pada pembahasan ini perlu dikaji dari segi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen. Meskipun untuk saat ini belum ada laporan terkait mengenai kasus 

peredaran rokok ilegal yang merugikan konsumen, namun mengingat banyak jumlah perokok di 

Indonesia, maka hal ini menjadi perhatian untuk mencegah konsumen tidak mendapatkan hak-hak nya 

dalam membeli suatu barang dan/atau jasa. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Peredaran Rokok, Ilegal. 

 

ABSTRACT 

Consumer protection now cannot be separated based on trading activities, in this trading activity it is 

expected to trigger equivalence of rights and obligations between business actors and consumers, in 

Indonesia now consumer protection is getting quite good attention because it involves rules for 

creating prosperity through equivalence between business actors and consumers can create a 

prosperous people. The problem of consumer losses committed by business actors in the circulation of 

illegal cigarettes through ignoring the rights of consumers. Seeing the legal facts found in the field, it 
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may not be so clear the impact experienced by the consumer. Consumers who are cigarette users are 

also not aware of the rights granted by the Consumer Protection Act to them. Even though it has been 

explained in the law that a series of rights that belong to consumers have been regulated by the state 

so that consumers are usually conditioned to be obedient and obedient humans so that business actors 

can freely take advantage of consumer weaknesses by distributing illegal cigarettes. The approach 

method used in the preparation of this research is normative juridical reseacrh, namely research by 

analyzing problems in research through an approach to legal principles and referring to legal norms. 

Although there are currently no related reports regarding cases of ilegal cigarette circulation that 

harm consumers, considering the large number of smokers in Indonesia, this is a concern to prevent 

consumers from getting their rights in buying goods and/or services. 

 

Keywords: Consumer Protection, Cigarette Distribution, Illegal. 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum sebagai isalah isatu iaspek ikehidupan imanusia itumbuh idan iberkembang 

seiring idengan iperkembangan imasyarakat. iLaju iperkembangan imasyarakat iyang 

ditunjang ioleh iilmu ipengetahuan idan iteknologi imodern iakan iselalu imenuntut 

diadakannya iusaha-usaha ipembaruan ihukum, iagar iketentuan ihukum iyang iberlaku 

senantiasa idapat imemenuhi ikebutuhan imasyarakat idan idalam ihal iperlindungan 

konsumen. 

Hukum idan iperaturan iUndang-Undangan idibuat iuntuk idilaksanakan idengan 

demikian ijika ihukum idan iperundang-undangan itidak idapat ilagi idilaksanakan iatau itidak 

pernah idilaksanakan iatau itidak isesuai idalam ipelaksanaannya imaka ihukum itidak idapat 

lagi idikatakan isebagai ihukum. iHukum idapat idisebut idengan ikonsisten idengan 

pengertian ibahwa ihukum isebagai isuatu iyang iharus idilaksanakan isesuai idengan iaturan. 

Hukum idalam ibentuk ikaidah-kaidah iatau iperaturan-peraturan ihukum iterkandung 

tindakan-tindakan iyang iharus idilaksanakan, ikhususnya imengenai iperlindungan ihukum 

konsumen iyang isesuai idengan iUndang-Undang iPerlindungan iKonsumen iyang 

dipernakan ioleh imasyarakat. 
Perlindungan ikonsumen isekarang itidak idapat idipisahkan iberdasarkan ikegiatan 

perdagangan, idalam ikegiatan iperdagangan iini idiharap ikan imemicu ikesepadanan ihak 

dan ikewajiban iantara ipelaku i iusaha idan ikonsumen, idi iIndonesia isekarang perlindungan 

konsumen imendapat iperhatian iyang icukup ibaik ikarena imenyangkut iaturan iuntuk 

menciptakan ikesejahteraan imelalui iadanya ikesepadanan iantara ipelaku iusaha idan 

konsumen idapat i imenciptakan irakyat iyang isejahtera. iKonsumen idapat idiartikan sebagai 

orang iyang imemperoleh ibarang iatau ijasa iyang idigunakan iuntuk itujuan itertentu, ientah 

itu iuntuk idiperdagangkan ilagi iatau iuntuk idigunakan isendiri.4 

Konsumen ijika itelah i imenjatuhkan i ikeinginannya i iuntuk imemilih ibarang iatau ijasa 

yang iditawarkan, imaka itelah iterjadi itransaksi iperdagangan iantara ipihak ipelaku iusaha 

dan ikonsumen, itransaksi itersebut imerupakan ihubungan ijual ibeli iyang ididalamnya 

sudah iterikat imelalui iadanya iperjanjian. iHukum iperlindungan ikonsumen iyang iberlaku 

diIndonesia imempunyai idasar ihukum iyang itelah iditetapkan ioleh ipemerintah. iMelalui 

adanya idasar ihukum iyang ipasti, iperlindungan iterhadap ihak-hak ikonsumen ibiasa 

dilakukan imelalui ipenuh ioptimisme. iPengaturan itentang ihukum iperlindungan ikonsumen 

telah idiatur idalam iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i1999 itentang iPerlindungan 

                                                             
4 Az Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar (Jakarta: Daya Widya, 2009), hlm. 29. 
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Konsumen. iKepastian ihukum iuntuk imemberi iperlindungan ikepada ikonsumen iberupa 

perlindungan iterhadap ihak-hak ikonsumen iyang idiperkuat imelalui iUndang-Undang 

khusus imemberi iharapan iagar ipelaku iusaha itidak ibertindak isewenang-wenang iyang 

selalu imerugikan ihak-hak ikonsumen.5 

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha 

dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) berdasarkan 

transaksi melalui konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan 

melalui pemenuhan kebutuhan terhadap produk tertentu. Dalam  hubungan yang demikian 

sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi 

yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi berdasarkan pelaku usaha yang 

secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Untuk melindungi atau 

memberdayakan konsumen diperlukan seperangkat aturan hukum. Oleh karena itu diperlukan 

adanya campur tangan Negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhdap 

konsumen. 

Permasalahan yang isering ikali itimbul iberdasarkan iadanya ihubungan iantara ipelaku 

usaha imelalui ikonsumen iyang iberkaitan imelalui iperjanjian iatau itransaksi iyang itelah 

dilakukan ikedua ibelah ipihak iternyata ibarang iyang idibeli itidak ibagus iatau itidak ibisa 

digunakan, idimana i i imerugikan isalah isatu ipihak. iPermasalahan itersebut ibiasanya 

menyangkut ihak idan ikewajiban iberdasarkan imasing-masing ipihak. iDalam ihal iini 

permasalahan iantara ipelaku iusaha idan ikonsumen ibiasanya ijuga iterjadi ikarena 

konsumen itidak iberhati-hati idalam imemilih ibarang iatau ijasa iyang iditawarkan 

kepadanya. iHal iini idapat imenjadikan ikonsumen isebagai i ipihak iyang idirugikan ioleh 

para ipelaku iusaha iyang itidak ibertanggung ijawab. iKegiatan ibisnis iantara ipelaku iusaha 

dan ikonsumen isebagai ipengguna ijasa itercipta iberdasarkan iperjanjian iyang i imemicu 

sejumlah ihak idan ikewajiban idiantara ikeduanya.6 

Dalam ikegiatan iperdagangan iini idiharapkan imemicu ikesepadanan ihak idan 

kewajiban iantara ipelaku iusaha idan ikonsumen iperlindungan iterhadap ikonsumen 

dipandang isecara imaterial imaupun iformal imakin iterasa ipenting, iterlebih idalam 

perjanjian iyang idibuat ioleh ipelaku iusaha.7 
Pengendalian idan ipenegakan ihukum iyang idilakukan ioleh idirektorat ijenderal ibea 

dan icukai imelalui idisertai ikerja isama iyang ibaik imelalu idinas iinstansi iterkait ilainya 

dapat imenangkal iterjadinya iperedaran irokok iilegal. iSelain iitu ikesadaran imasyarakat 

mengenai ipengkonsumsian iterhadap irokok iyang iilegal ijuga idapat imenangkal iterhadap 

peredaran irokok iyangi ilegal idan ipita icukai ipalsu. 

Undang-Undang iNomor i39 iTahun i2007 iyang imerupakan iperubahan idari iUndang-

Undang iNomor i11 iTahun i1995 itentang iCukai idalam irangka imendukung 

kesinambungan ipembangunan idengan imenempatkan ikewajiban imembayar isebagai icukai 

sebagai iperwujudan ikewajiban ikenegaraan idan ijugamerupakan iperan iserta imasyarakat 

dalam ipembiayaan ipembangunan. iSehingga ikewajiban imembayar icukai isebagai 

perwujudan ikewajiban ikenegaraan idan imasyarakat iuntuk iikut iberperan isebagai ialat 

pembaharuan isosial. 

Kantor iPengawasan idan iPelayanan iBea idan iCukai i(KPPBC) iBalikpapan imenggelar 

operasi itertutup idan iberhasil imenggagalkan iupaya ipenyelundupan iperedaran irokok 

                                                             
5 Happy Susanto, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan (Visimedia, 2008), hlm. 4. 
6 H. S. Salim, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cetakan Kelima (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 

160. 
7 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Sinar Grafika, 2022), hlm. 5. 
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ilegal idi iwilayah iBalikpapan. iKepala iKantor iKPPBC iTMP iB iBalikpapan iLa iOde 

Rahmad imenuturkan ibahwa idalam ioperasi itertutup iini iberhasil imengamankan i21 ikoli 

rokok iilegal iatau isebanyak i483.960 ibatang irokok iilegal iyang imana ipenangkapan iini 

dilakukan ipada iakhir iMaret i2021. iInformasi itersebut ididapatkan ioleh imasyarakat iyang 

menyatakan ibahwa iterdapat ipaket ikiriman idari iSurabaya imenuju iBalikpapan imelalui 

Pelabuhan iSemayang iBalikpapan. iSelain imemeriksa itruk iyang itiba idi iPelabuhan 

Semayang, iTim idari iKantor iPengawasan idan iPelayanan iBea idan iCukai i(KPPBC), itim 

juga imelakukan ipemeriksaan ike ibeberapa ikendaraan ibermuatan iekspedisi iyang 

mengambil ipaket idari itruk iasal iSurabaya idan iditemukan irokok itersebut iyang mencapai 

sebesar iRp324.000.000 i(tiga iratus idua ipuluh iempat ijuta irupiah).8 

Diantara ikewajiban-kewajiban iibagi iipara iipelaku iiusaha iiuntuk iimenjamin iimutu 

produk-produk iimereka iiagar iitidak iimerugikan iikonsumen. iiSelain iiitu iidalam iUndang-

Undang iijuga iidiatur iiadanya iiBadan iiPenyelesaian iiSengketa iiKonsumen ii(BPSK) yang 

akan iimembantu iipara iikonsumen iiuntuk iimenuntut iipara iipelaku iiusaha iiyang 

merugikan imereka, iidan iicara iipenuntutannya iidibuat iisedemikian iirupa iisehingga ilebih 

efektif iidan iefisien. 

Dari ibeberapa iperaturan idi iatas itelah imenggambarkan ibahwa iyang imenjadi ihal 

utama iadalah imasalah ikerugian ikonsumen iyang idilakukan ioleh ipelaku iusaha idalam 

melakukan iperedaran irokok iilegal imelalui imengabaikan ihak-hak ikonsumen. iMelihat 

fakta ihukum iyang iditemukan idilapangan imungkin itidak ibegitu iterlihat ijelas idampak 

yang idialami ioleh ipihak ikonsumen. iTetapi isebagian imasyarakat imasih iawam 

pemahaman iterhadap istandar irokok iyang iberupa ilegal iatau ibukan iyang itentunya 

apabila iperedaran iini idilakukan iterus imenerus iakan imerugikan ipihak ikonsumen. iSelain 

itu ijumlah ipenduduk iyang imerokok idi iIndonesia iterbilang icukup itinggi iBerdasarkan 

data idari iBadan iPusat iStatistik, ijumlah iperokok ikhususnya idi iwilayah iKalimantan 

Timur ipada itahun i2020 imencapai i24,42% iyang iartinya iseperempat ipenduduk idi 

wilayah iKalimantan iTimur imerupakan iperokok iyang iberusia ilebih idari i15 itahun. 

Melihat ihal iini, ikonsumen iyang isebagai ipengguna irokok ijuga ibelum imenyadari i 

akan ihak iyang idiberikan iUndang-Undang iPerlindungan iKonsumen ikepada imereka. 
Adalah itelah idijelaskan idalam iUndang-Undang itersebut iserangkaian ihak iyang imenjadi 

milik ikonsumen itelah idiatur ioleh inegara isehingga ikonsumen isudah ibiasa idikondisikan 

untuk imenjadi imanusia iyang ipatuh idan itaat isehingga ipelaku iusaha idapat imelalui 

leluasa imemanfaatkan ikelemahan ikonsumen idengen imengedarkan irokok iilegal. 

Mengingat irokok iilegal iini imemiliki idampak iyang ibesar ikarena imeningkatkan 

jumlah iperokok idan iperokok imula ikarena iharganya iyang ibegitu iterjangkau idipasaran 

dan ibanyak iyang itidak isesuai imelalui iUndang-Undang, imaka ipenulis itertarik iuntuk 

menganalisa imengingat ibeberapa ipenelitian isebelumnya ilebih imembahas iterhadap isegi 

perlindungan ikonsumen idan ipenegakkan ihukumnya imaka ipenulis iingin imenganalisa 

dari iUndang-Undang itersebut imelalui ijudul i“Analisis iHukum iUndang-Undang iNomor 8 

Tahun i1999 iTentang iPerlindungan iKonsumen iTerhadap iPeredaran iRokok iIlegal idi 

Balikpapan.” 

Adapun isumber ipenelitian isebelumnya iyang ipernah idilakukan iberhubungan idengan 

peredaran irokok iilegal itersebut iadalah ijurnal iyang iditeliti ioleh iDicky iEka iWahyu 

Permana idan iSanusi idalam iJudul iPenegakan iHukum iterhadap iPelaku iPenjualan iRokok 

                                                             
8 M. Hilmansyah, Bea Cukai Balikpapan Gagalkan Penyelundupan Rokok Ilegal, 2021, https://kaltim-idntimes-

com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.idntimes.com/news/kaltim/amp/mhilmansyah/bea-cukai-balikpapan-

gagalkan-penyelundupan-rokok-ilegal diakses pada tanggal 13 Oktober 2021. 

https://kaltim-idntimes-com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.idntimes.com/news/kaltim/amp/mhilmansyah/bea-cukai-balikpapan-gagalkan-penyelundupan-rokok-ilegal
https://kaltim-idntimes-com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.idntimes.com/news/kaltim/amp/mhilmansyah/bea-cukai-balikpapan-gagalkan-penyelundupan-rokok-ilegal
https://kaltim-idntimes-com.cdn.ampproject.org/v/s/kaltim.idntimes.com/news/kaltim/amp/mhilmansyah/bea-cukai-balikpapan-gagalkan-penyelundupan-rokok-ilegal
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Ilegal iyang idibuat ipada itahun i2021, iyang imana idalam ipenelitian iini imembahas 

tentang iperedaran irokok iyang imempunyai isifat iatau ikarakteristik iyang ikonsumsinya 

perlu idikendalikan, iperedarannya iperlu idiawasi idan iharus isesuai idegan iperaturan 

perUndang-Undangan. iDi ipasaran ibanyak iterdapat irokok iilegal iyang itidak isesuai 

dengan iUndang-Undang iCukai. iOleh ikarena iitu ipenelitian iini imembahas imengenai 

kualifikasi irokok iilegal idan ibagaimanakah ipenegakan ihukum iterhadap ipelaku ipenjualan 

rokok iilegal. iBagi iyang imelanggar idikenakan isanksi ipidana idan iadmnistrasi iyang 

diatur idalam iUndang-Undang iNomor i39 iTahun i2007 itentang iCukai iserta ipemerintah 

lebih imemperketat idalam ipengawasan idan ipemberian isanksi iyang idijatuhkan ihakim 

harus iberat iuntuk imenghentikan iperedaran irokok iilegal idan imemberikan iefek ijera. 

Selain iitu, idalam ipenelitian iini imenggunakan ipenelitian iEfektivitas iPasal i54 

Undang-Undang iNomor i39 iTahun i2007 itentangCukai iBerkaitan imelalui iPeredaran 

Rokok iIlegal idi iKabupaten iPamekaan iTinjauan iMaslahah iMursalah iyang iditeliti ioleh 

Thoyyi ibatut iTaufiqah idan iNoer iYasin ipada itahun i2017. iDalam ipenelitian iini 

membahas idengan idetail iberkaitan idengan itindakan ibagi ipihak i(orang) iyang melakukan 

pelanggaran iperedaran irokok iilegal iyaitu idengan isanksi ipidana ipenjara imaupun ipidana 

denda. iPenelitian iini iditinjau idari isegi iMaslahah iMursalahah, iartinya idalam 

pembahasan iini idikatakan imaslahah imursalahah iketika i: 

1. Penindakan ipihak iBea iCukai iterhadap iperedaran irokok iilegal idi iKabupaten 

Pamekasan itergolong iefektif ikarena iterjadi ipeningkatan ikinerja iBea iCukai iper 

tahunnya isehingga ipersentase iperedaran irokok iilegal isemakin imenurun iselama 

tiga itahun iterakhir. 

2. Segala ibentuk itindakan ipihak iBea iCukai iterhadap ipelanggan iperedaran irokok 

ilegal itergolong idalam ikategori imaslahah ikarena isejalannya itujuan iBea iCukai 

yang ilebih imementingkan ikemaslahatan ipublik isehingga iefektivitas ipenindakan 

terhadap iperedaran irokok iilegal idinilai imasalah. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 
bagaimana analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

terhadap peredaran rokok ilegal di Balikpapan? 

 

C. Metode 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan jurnal ini adalah penelitian 

yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Sumber 

data yang digunakan adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen dan Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang  Cukai. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen 

 Perlindungan konsumen iadalah isegala iupaya iyang imenjamin iadanya ikepastian 

hukuman iuntuk imemberikan iperlindungan ikepada ikonsumennya.9 

                                                             
9Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 

hlm. 1. 
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Rumusan ipengertian iperlindungan ikonsumen iyang iterdapat idalam iPasal i1 iangka 

1 iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i1999 itentang iPerlindungan iKonsumen 

(selanjutnya idisebut iUUPK) itersebut icukup imemadai. iKalimat iyang imenyatakan 

“segala iupaya iyang imenjamin iadanya ikepastian ihukum”, idiharapkan isebagai 

benteng iuntuk imeniadakan itindakan isewenang-wenang iyang imerugikan ipelaku usaha 

hanya idemi iuntuk ikepentingan iperlindungan ikonsumen. 

Pada iprinsipnya iperlindungan iterhadap ikerugian ikonsumen itelah idijamin ioleh 

Undang-Undang inamunter ikadang ipenerapanya idilapangan itidak isesuai imelalui dasar 

hukum iserta iprinsip-prinsip iyang itelah idiatur ioleh iUndang-Undang ibaik iitu idalam 

Undang-Undang iNomor i8 iTahun i1999 iTentang iPerlindungan iKonsumen, iKitab 

Undang- iUndang iHukum iPerdata idan ibeberapa iteori ihukum idi iIndonesia. iMelalui 

adanya i iperaturan ihukum imengenai ipelaku iusaha idan ikonsumen, imaka iapa iyang 

menjadi ihak idan ikewajiban ikonsumen iserta ipelaku iusaha idan ibagaimana itanggung 

jawab iyang iharus idilakukan ipelaku iusaha idapat idiketahui ioleh ikonsumen iserta 

pelaku iusaha. iHal iitu itentu imemudahkan ikonsumen idalam imelakukan ipembelaan 

terkait ihak-hak inya iyang itelah idilanggar ioleh ipelaku iusaha, idan ipelaku iusaha juga. 

Didalam ipenjelasannya idisebutkan ibahwa iperlindungan ikonsumen 

diselenggarakan isebagai iusaha ibersama iberdasarkan i5 i(lima) iasas iyang irelevan 

melalui ipembangunan inasional, iyaitu:10 

a. Asas imanfaat idimaksud ikan iuntuk imengamankan ibahwa isegala iupaya dalam 

penyelenggara ikan iperlindungan ikonsumen iharus imemberikan imanfaat 

sebesar-besarnya ibagi ikepentingan ikonsumen idan ipelaku iusaha isecara 

keseluruhan; 

b. Asas ikeadilan idimaksudkan iagar imaknasipasi iseluruh irakyat idapat 

diwujudkan isecara imaksimal idan imemberikan ikesempatan ikepada ikonsumen 

dan ipelaku iusaha iuntuk imemperoleh ihaknya idan imelaksanakan ikewajiban 

secara iadil; 

c. Asas ikesepadanan idimaksudkan iuntuk imemberikan ikesepadanan iantara 

kepentingan ikonsumen, ipelaku iusaha, idan ipemerintah idalam imakna imateriil 
maupun ispiritual; 

d. Asas ikeamanan idan ikeselamatan ikonsumen idimaksudkan iuntuk imemberikan 

jaminan iatas ikeamanan idan ikeselamatan ikepada ikonsumen idalam 

penggunaan, ipemakaian, idan ipemanfaatan ibarang iatau iijasa iyang idikonsumsi 

atau idigunakan; idan 

e. Asas ikepastian ihukum idimaksudkan iagar ibaik ipelaku iusaha imaupun 

konsumen imentaati ihukum idan imemperoleh ikeadilan idalam ipenyelenggaraan 

perlindungan ikonsumen, iserta inegara imenjamin ikepastian ihukum. 

Kelima iasas iyang idisebutkan idalam ipasal i2 iUndang i- iUndang iPerlindungan i 

Konsumen, ibila idiperhatikan isubstansinya, idapat idibagi imenjadi i3 i(tiga) iasas 

yaitu:11 

a. Asas ikemanfaatan, iyang ididalamnya imeliputi iasas ikeamanan idan keselamatan 

konsumen; 

b. Asas ikeadilan, iyang idi idalamnya imeliputi iasas ikesepadanan; idan 

c. Asas ikepastian ihukum. 

                                                             
10Miru and Yodo, hlm. 25. 
11Ibid, hlm. 26. 
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Sesuai iPasal i3 iUndang-Undang iNomor i8 iTahun i1999 itentang iPerlindungan 

Konsumen, imaka itujuan iberdasarkan iperlindungan ikonsumen imenegaskan iuntuk: 

a. Meningkatkan ikesadaran, ikemampuan idan ikemandirian ikonsumen iuntuk 

melindungi idiri; 

b. Mengangkat iharkat idan imartabat ikonsumen imelalui icara imenghindarkannya 

berdasarkan iakses inegatif ipemakaian ibarang iatau ijasa; 

c. Meningkatkan ipemberdayaan ikonsumen idalam imemilih, imenentukan idan 

menuntut ihak i- ihak inya isebagai ikonsumen; 

d. Menciptakan isistem iperlindungan ikonsumen iyang iterdapat iunsur ikepastian 

hukum idan iketerbukaan iinformasi iserta iakses iuntuk imendapatkan iinformasi 

e. Menumbuhkan ikesadaran ipelaku iusaha imengenai ipentingnya iperlindungan 

konsumen isehingga itumbuh isikap iyang ijujur idan ibertanggung ijawab idalam 

berusaha; 

f. Meningkatkan ikualitas ibarang iatau, ikeamanan, ikeselamatan ikonsumen; idan 

Keenam itujuan ikhusus iperlindungan ikonsumen iyang idisebutkan ididalam iPasal 3 

UUPK ibila idikelompokkan ike idalam itiga itujuan ihukum isecara iumum, imaka tujuan 

hukum iuntuk imendapatkan ikeadilan iterlihat idalam irumusan ihuruf i3, idan ihuruf i6. 

Sementara itujuan iuntuk imemberikan ikemanfaatan idapat iterlihat idalam irumusan 

huruf i1, idan i2, itermasuk ihuruf i3, idan i4,serta ihuruf i5. iTerakhir itujuan ikhusus 

yang idiarahkan iuntuk itujuan ikepastian ihukum iterlihat idalam irumusan ihuruf i6. 

Pengelompokan iini itidak iberlaku imutlak, ioleh ikarena iseperti iyang idapat idilihat 

dalam irumusan ipada ihuruf i1 isampai imelalui ihuruf i6 i iterdapat itujuan iyang idapat 

dikualifikasi isebagai i itujuan iganda. 

2. Pengertian Peredaran Rokok 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peredaran bermakna berjalan 

berkeliling (hingga sampai ke tempat). Sedangkan idefinisi irokok imenurut iPasal i1 

angka i3 iPeraturan iPemerintah iNomor i109 iTahun i2007 itentang iPengamanan iBahan 

Yang iMengandung i iZat i iAdiktif iBerupa iProduk iTembakau ibagi iKesehatannya iitu: 

rokok iadalah isalah i isatu iproduk itembakau iyang idimaksudkan iuntuk idibakar idan 
dihisap iatau idihirup iasapnya, itermasuk irokok ikretek, irokok iputih, icerutu iatau 

bentuk ilain inya iyang idihasilkan idari itanaman icotian iatabacum, inicotianarustica, dan 

spesies ilainnya iatau isistesis inya iyang iasapnya imengandung inikotin, idengan itanpa 

bahan itambahan. 

Rokok iadalah ilintingan iatau igulungan itembakau iyang idigulung iatau idibungkus 

melalui ikertas, idaun iatau ikulit ijagung, isebesar ikelingking imelalui ipanjang i8-10cm, 

biasanya idihisap iseseorang isetelah idibakar iujungnya. iRokok imerupakan ipabrik 

bahan ikimia iberbahaya.12 

Rokok ijuga itermasuk izat iadiktif ikarena idapat imenyebabkan iadiksi i(ketagihan) 

dan idependensi i(ketergantungan) ibagi iorang iyang imenghisapnya. iMelalui ikata ilain, 

rokok itermasuk igolongan iNAPZA i(Narkotika, iPsikotropika, iAlkohol idan iZat 

Adiktif).13 

                                                             
12 Dinas Kesehatan Provinsi Banten, “Pengertian Merokok dan Akibatnya”, 2017, 

https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html terakhir 

diakses pada tanggal 06 Oktober 2021. 
13 Loc.cit 

https://dinkes.bantenprov.go.id/read/berita/488/PENGERTIAN-MEROKOK-DAN-AKIBATNYA.html
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Pengenaan icukai ipada iproduk irokok idan itembakau itelah imemberikan ikontribusi 

yang isangat isignifikan ibagi inegara, idan isetiap itahunnya ipenerimaan iselalu melebihi 

target iyang i iditetapkan idan idisatusisi itarget iyang iditetapkan iselalu inaik. 

Keberhasilan iDirektorat iJendral iBea iCukai i(DJBC) imenghimpun ipendapatan ibagi 

pundi-pundi inegara iberdasarkan isektor icukai idalam ikenyataan inya itidak iselalu 

diikuti ioleh ikewajiban ipara ipembayar ipajak idan icukai. iHal iini iterbukti imelalui 

masih ibanyaknya ipabrik iatau i iperusahaan irokok iyang itidak imenggunakan ipita 

cukai ipada iproduk inya iatau imenyalah igunakan ipemakaian ipita icukai ihanya iuntuk 

menghina iberdasarkan ikewajibannya ipada inegara isehingga inegara iberpotensi ibesar 

kehilangan ipendapatannya.14 

Pengendalian iterhadap iperedaran irokok iilegal imemerlukan ikerja isama 

berdasarkan isemua ipihak, ibaik iberdasarkan iinstansi ipengawasan idan ipenegakannya, 

serta iberdasarkan iprodusen irokok idan imasyarakat isecara iumum. iPengendalian iyang 

baik iterhadap iperedaran irokok iilegal, isecara ilangsung iakan iberdampak ipada 

produsen iterhadap ipeningkatan iproduksi irokok iyang iilegal. iPeningkatan iproduksi idi 

dorong ioleh ikepatuhan ipengusaha iyang imelaporkan iproduksi isesuai imelalui 

ketentuan, imelekatkan itanda i ipelunasan icukai isesuai iketentuan, idan iberalihnya 

pengusaha ibarang ikena icukai iilegal imenjadi iilegal imelalui imempunyai iNomor 

Pokok iPengusaha i iBarang iKena iCukai i(NPPBKC).15 

  

3. Pengertian Ilegal 

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)  pengertian ilegal adalah tidak 

ilegal, tidak menurut hukum tidak sah. Artinya barang tersebut telah melanggar hukum, 

barang gelap, liar, atau pun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan.16 

Rokok ilegal adalah rokok yang dalam produksi dan peredarannya bertentangan 

melalui peraturan perundang-undangan. Kriteria rokok ilegal diantaranya tidak dilekati 

pita cukai, dilekati pita cukai palsu, atau pelekatan pita cukai yang tidak sesuai melalui 

peruntukannya.17 

Peredaran rokok ilegal adalah suatu pelanggaran yang sudah lumrah dilakukan oleh 
pabrik atau pengusaha rokok meskipun pihak Bea Cukai sudah melakukan tugasnya 

melalui terstruktur dalam menangani hal tersebut namun tidak menutupi kemungkinan 

pabrik atau pengusaha rokok masih tetap melakukan pelanggaran tersebut. Hal ini 

dikarenakan banyaknya pabrik khususnya pengusaha rokok ilegal di Indonesia yang susah 

dijangkau keberadaannya dikarenakan tempat produksinya tidak sesuai syarat dalam 

Undang-Undang yang berlaku sehingga pihak Bea Cukai harus lebih detail dalam 

menanganinya. Latar belakang upaya untuk mengendalikan perkembangan industri rokok  

yang semakin menguat dan untuk mengatasi tindak pidana cukai maka ditetapkannya 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.18 

                                                             
14 Adrian Sutedi, Aspek Hukum Kepabeanan (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 74. 
15 Majalah Warta Bea and Cukai Volume, “Pengaruh Penegakan Hukum Pada Peredaran Rokok Memungkinkan 

Pemerintah Memperoleh Penerimaan Negara Yang Optimal. Di Akses Pada Hari Rabu” 48, Nomor 2, Februari 

2016 (2017). 
16Dwika Indy Vazirra, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Dan Pemakaian Kosmetik 

Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Binjai,” 2020, hlm. 26. 
17 Thoyyibatut Taufiqah, “Efektifitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan 

Dengan Peredaran Rokok Ilegal Di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Maslahah Mursalah” (PhD Thesis, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020), hlm. 1. 
18 Ibid, hlm.1-2. 
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II. PEMBAHASAN 

A. Analisis Praktik Peredaran Rokok Ilegal 

Rokok merupakan isalah isatu ibenda iyang ipaling ibanyak idikonsumsi ioleh masyarakat 

Indonesia, imasyarakat iyang idimaksud idisebut ikonsumen irokok. iKebanyakan ikonsumen 

rokok itidak ipernah ipeduli idengan isetiap irokok iyang iakan idikonsumsi. iHal iini 

menyebabkan ibanyak ihal iyang itidak idiketahui ikonsumen. 

Rokok isebagai ibarang ikena icukai idari ihasil itembakau iyang iperedarannya ibanyak 

dimasyarakat iharus iseuai idengan iPasal i29 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i39 iTahun 

2007 itentang iCukai iyang iberbunyi: i“Barang ikena icukai iyang ipelunasan icukainya 

dengan icara ipelekatan ipita icukai iatau ipembubuhan itanda ipelunasan icukai ilainnya 

hanya iboleh iditawarkan, idiserahkan, idijual iatau idisediakan iuntuk idijualsetelah idikemas 

untuk ipenjualan ieceran idan idilekati ipita icukai iatau idibubuhi. 

Hal iini ijuga idiperjelas idalam iPasal i2 iayat i(1) iUndang-Undang iNomor i39 iTahun 

2007 itentang iCukai, irokok imerupakan ibarangkena icukai ikarenamemiliki isifat 

karakteristik iseperti: 

1. Konsumsinya iperlu idikendalikan; 

2. Peredarannya iperlu idiawasi; 

3. Pemakaiannya idapat imenimbulkan idampak inegatif ibagi imasyarakat iatau 

lingkungan ihidup; iatau 

4. Pemaikannya iperlu ipembebanan ipungutan inegara idemi ikeadilan idan 

keseimbangan. 

Rokok imempunyai idampak inegatif iterhadap ikesehatan imasyarakat. iMenurut 

Kementerian iKesehatan iRepublik iIndonesia iada i4 ibahaya imerokok ibagi ikesehatan, 

yaitu: 

1. Penyakit iparu-paru; 

2. Impotensi idan iorgan ireproduksi; 

3. Penyakit ilambung; idan 

4. Resiko istroke. 
Berdasarkan dampak inegatif iini, ipemerintah imenetapkan icukai iyang itinggi, iterhadap 

produk ihasil itembakau itersebut. iHal iini idilakukan imengingat irokok imemberikan iefek 

negatif iterhadap ikesehatan. 

Rokok iilegal iadalah irokok iyang iberedar idi iwilayah iIndonesia ibaik iitu iyang berasal 

dari iproduk idalam inegeri imaupun iimpor iyang itidak imengikuti iperaturan iyang iberlaku 

di iwilayah ihukum iIndonesia, iciri-ciri idari irokok iilegal iantara ilain iyaitu:19 

1. Rokok itanpa idilekati idengan ipita icukai; 

2. Rokok idilekati idengan icukai ipalsu; 

3. Rokok idilekati ipita icukai iyang ibukan iperuntukannya idan ibukan ihaknya; 

4. Rokok imenggunakan ipita icukai ibekas; 

5. Produksi irokok itanpa iizin; 

6. Produksi irokok iselain iyang idiizinkan idalam iNomor iPokok iPengusaha iBarang 

Kena iCukai i(NPPBKPC); idan 

7. Pelanggaran iadministrasi. 

Cara iuntuk imengenali irokok imenggunakan ipita icukai iasli iatau ibukan iyaitu 

diantaranya:20 

                                                             
19 Dicky Eka Wahyu Permana and Sanusi Sanusi, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok 

Ilegal,” Hukum Responsif 12, no. 1 (2021): hlm. 15. 



Jurnal Lex Suprema  

ISSN: 2656-6141 (online) 

Volume 4 Nomor I Maret 2022 

Artikel     

 

990 
 

1. Pita icukai iasli idapat idideteksi isecara ikasat imata. iKertas, ihologram idan 

cetakannya imemiliki iciri itertentu; 

2. Pita icukai iasli ipada itahun i2019 ibiasanya iberwarna ihijau, iwarna ipita icukai 

memang iberubah isetiap itahunnya, ihal iitu idilakukan iuntuk imeminimalkan 

pemalsuan; 

3. Selain iitu ipita icukai iasli imemiliki iserat iseperti icacing idan iwatermark; 

4. Dilihat idengan imenggunakan ikaca ipembesar, iserat ipada ikertas ibakal iterlihat 

lebih ijelas, isedangkan ipada ihologramnya iterdapat itulisan iIndonesia idan lambang 

bintang iserta itahun; 

5. Pendeteksian idapat ijuga imenggunakan isinar iultraviolet i(UV), iserat ikertas ipita 

cukai irokok iasli imemiliki i3 i(tiga) iwarna ijika idisorot ilampu iUV, isedang ipada 

hologramnya ibakal imuncul iwarna itersembunyi, iwarna iini itidak iterlihat isecara 

kasat imata; 

6. Warna ipada inominal idan ikode iangka ijuga iakan iberubah iwarna ijika idilihat 

dengan isinar iUV idan iserat ijuga idapat idilepas idengan imenggunakan ijarum; idan 

7. Pelaku ijuga imenggunakan ipita icukai ibekas, idan iuntuk iitu iharus idipastikan ipita 

cukai iasli isesuai idengan irokok iyang iditempel, imisalnya idari inominal iharga atau 

keterangan isigaret ikretek itangan iatau isigaret ikretek imesin iyang iberfilter. iPita 

cukai iasli ibiasanya idalam ikondisi ibaik, ijika isudah ijelek iatau iada ilipatan 

maupun isobek ibesar ikemungkinan iitu imerupakan ipita icukai ibekas. 

Dalam kaitannya iterkait imaraknya irokok iilegal iyang iterjadi, idisebabkan ikarena iada 

beberapa iprosedur iyang itidak isesuai idengan iundang-undang. iMengingat irokok 

merupakan ibarang ikena icukai, iadapun iprosedur iyang iharus idipenuhi. iBerdasarkan 

Pasal i28 iUndang-Undang iNomor i29 iTahun i2009 itentang iCukai imenyatakan ibahwa 

prosedur itersebut iadalah isebagai iberikut: 

1. Pengusaha iPabrik iyang iakan imengekspor ihasil itembakau iwajib imemberitahukan 

kepada iKepala iKantor idengan imenggunakan idokumen ipemberitahuan imutasi 

barang ikena icukai i(PMBKC); 

2. Fasilitas itidak idipungut icukaiini idiberikan isetelah idapat idibuktikan ibahwa iHasil 
Tembakau itersebut ibenar-benar itelah iselesai idi iekspor idan iBendaharawan iBea 

dan iCukai iKantor iasal iataupun iKantor itujuan itelah imeneliti idan ikemudian 

menyatakan ipada ihalaman i2 i(dua) idokumen ipemberitahuan imutasi ibarang ikena 

cukai i(PMBKC) iCK-5 ipada ikolom icatatan iBendaharawan ibahwa iHasil 

Tembakau itersebut itelah isesuai iatau iselesai idi iekspor; idan 

3. Dalam ihal ijangka iwaktu ipengangkutan iyang itelah iditetapkan idalam idokumen 

pemberitahuan imutasi ibarang ikena icukai isebagaimana idisebut idalam iCK-5 tidak 

mencukupi, isebelum ibatas iwaktu idilampaui idapat idiperpanjang imasa iberlakunya 

oleh iKepala iKantor iBea idan iCukai iyang imengawasi ihasil itembakau 

bersangkutan iberada. 

Pemerintah imenyadari ibahwa irokok imerugikan ikesehatan imasyarakat, isehingga 

harus idibatasi. iHal itersebut isejalan idengan iprinsip ipengenaan icukai, iyaitu iuntuk 

mengendalikan ikonsumsi idan imengawasi iperedaran. iSelain iaspek ikesehatan, ipemerintah 

juga iperlu imemperhatikan iaspek ilain idari irokok, iyaitu itenaga ikerja, iperedaran irokok 

ilegal, ipetani itembakau idan ipenerimaan inegara. iSeluruh iaspektersebut iperlu 

                                                                                                                                                                                              
20 Ibid, hlm.15-16 
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dipertimbangkan isecara ikomperensif idan iberimbang idalam ipengambilan ikebijakan iyang 

berkaitan idengan icukai irokok. 

Menanggapi imaraknya iterjadi ipraktik iperedaran irokok iilegal iyang iterjadi, imaka 

Pemerintah iberencana iakan imenaikkan iharga iCukai iHasil iTembakau i(CHT) ipada tahun 

2022. iNamun ihal iini imendapat iperhatian iserius idari iPerkumpulan iGabungan 

Perserikatan iPabrik iRokok iIndonesia i(GAPPRI). iAlasannya, iindustri ihasil itembakau 

(IHT) iakan imengalami itekanan iberat isetiap ikali iCHT iakan idinaikkan. i 

Selain imenurunkan iproduktivitas iIHT, ikenaikan icukai ihasil itembakau ijuga 

menyuburkan ipasar irokok iilegal. iTerlebih idalam isituasi ipemulihan iekonomi iseperti saat 

ini. iKetua iUmum iPerkumpulan iGAPPRI iHenry iNajoan imenegaskan ipihaknya 

memohon ikepada ipemerintah iagar itarif iCHT ipada itahun i2022 itidak inaik iatau i itetap 

sebesar itarif iCHT ipada itahun i2021 ikarena isaat iini ipelaku iindustri ihasil itembakau 

memerlukan iinsentif idari ipemerintah iuntuk ibertahan ihidup imenghadapi ipandemi Covid-

19, idan iadanya ipelemahan iekonomi iserta idaya ibeli iyang imelemah. i 

GAPPRI iyang imewakili ipara ipengusaha ipabrik iIHT iyang imerupakan iindustri 

strategis iIndonesia imemberikan icatatan ikritis iyang iharus idipertimbangkan ioleh 

pemerintah, iyaitu iGAPPRI imengusulkan ipemerintah imelakukan istrategi iekstraordinary 

dalam ipemberantasan iperedaran irokok iilegal, isehingga imampu itertelusuri, itransparan, 

terpadu idan iada iefek ijera ibagi ipelaku iproduksi idan ipengedar irokok iilegal. iHal iini 

diharapkan iberdampak ikepada itercapainya ipenerimaan icukai idan iterciptanya iekosistem 

industri ilegal iyang ikondusif idalam ijangka ipanjang. iMerujuk ihasil isurvei iLembaga 

Survei iIndodata, isebanyak i28,12% ipersen iperokok idi iIndonesia ipernah iatau isedang 

mengkonsumsi irokok iilegal. iJika iangka itersebut idikonverikan idengan ipendapatan 

negara, imaka ipotensi ipajak iyang ihilang ibisa imencapai iRp53,18 itriliun. iAngka Rp53,18 

triliun iitu ikeluar iberdasarkan iestimasi iretang iperedaran irokok iilegal iitu iada i127,53 

miliar ibatang idan itemuan ihasil isurvei iini itidak ijauh iberbeda idengan iperhitungan igap 

antara iCK-1 idan iSusenas iyang isebesar i26,38%. iMeningkatnya iperedaran irokok iilegal 

adalah ikenaikan itarif icukai iyang itinggi idi itahun i2020 idan itahun i2021. 

Rokok iilegal ijuga itelah imemberikan ikerugian iterhadap ikonsumen ikarena irokok 
ilegal iini isebagian ibesar itanpa imelalui iuji ikelayakan, ihal iini itentunya iberpengaruh 

terhadap ikonsumen iyang imemiliki ihak iatas isuatu ibarang iataupun ijasa iyang digunakan. 

Diantara isekian ibanyak ihak ikonsumen, imaka idapat idisebutkan isebagai iberikut:21 

1. Hak iatas iinformasi iyang ibenar iterkait ibarang idan ijasa iyang iditawarkan ioleh 

pelaku iusaha iuntuk imencegah idari iperbuatan ipenipuan; 

2. Antara iharga idengan ibarang imenyesuaikan ikualitas idan istandar iyang itidak 

terlepas idari iaturan ihukum; 

3. Hak iuntuk imendapatkan ikeamanan iproduk idan ilingkungan isehat; 

4. Hak iuntuk imenyelesaikan isengketa ikonsumen iapabila iada ikonsumen iyang 

dirugikan; 

5. Hak iuntuk imemberikan iperlindungan ikepada ikonsumen idari iperlakuan ipelaku 

usaha iyang isewenang-wenangnya; idan 

6. Hak iuntuk imendapatkan iganti irugi iakibat ibarang idan ijasa iyang itidak isesuai 

dengan ikemauan ikonsumen. 

 

                                                             
21Nurul Tika Pratiwi dan Aprina Chintya, “Studi Komperatif Hak Dan Kewajiban Konsumen Menurut Uu No. 8 

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam,” Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial Dan 

Budaya 2, no. 1 (2017): hlm. 165. 
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B. Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

terhadap Peredaran Rokok Ilegal di Balikpapan 

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

maka akan  memperjelas kedudukan serta hak dan kewajiban baik bagi konsumen maupun 

pelaku usaha mengenai suatu barang dan jasa. Karena dalam hukum perlindungan konsumen 

membahas terkait keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan 

melindungi konsumen dalam hubungan ide dengan masalahnya dengan para penyedia suatu 

barang dan jasa.22 

Oleh karena itu dalam kehidupan yang semakin kompleks dan canggih ini menuntut setiap 

orang untuk terus menciptakan sebuah barang dan jasa bagi konsumen dengan melihat dari 

segi pemasaran barang apa yang saat ini diminati oleh masyarakat. Kemudian ditemukanlah 

konsep rokok tersebut dimana rokok ini sangat diminati oleh masyarakat. Namun, untuk 

menerapkan atau pun menciptakan suatu barang dan jasa perlu disesuaikan dengan peraturan 

perundang-undangan untuk menciptakan kepercayaan konsumen. 

Kepercayaan konsumen iadalah ihal iyang imenjadi iprioritas iutama. iUndang-Undang 

Perlindungan iKonsumen iadalah isalah isatu ihal iyang ipenting iagar idikemudian ihari 

konsumen itidak iakan itertipu iatau imerasa idirugikan idengan isuatu ibarang iatau ihal yang 

dibeli ilalu idikonsumsi. iOleh ikarena iitu ikonsumen iperlu imengingat ikembali imengenai 

hak idan ikewajibannya iketika iingin imelakukan ipembelian iterhadap isuatu ibarang idan 

jasa. 

Mengingat idalam isuatu ikegiatan itentunya itidak iterlepas idengan iadanya iperistiwa 

atau iresiko, ibaik iyang idisebabkan ikarena ikelalaian imanusia imaupun ikejadian ialam 

yang itidak idapat idihindari. iBila iterjadi isuatu iperistiwa iatau iresiko iyang imenimbulkan 

kerugian ibagi ipihak ikonsumen imerupakan ikewajiban ipihak ipelaku iusaha iuntuk 

bertanggung ijawab. Tanggung ijawab imerupakan isesuatu iyang itimbul ikarena iadanya 

hubungan ihukum isehingga imenimbulkan ihak idan ikewajiban.23 

Konsumen iberperan isebagai iorang iyang imenggunakan isuatu ibarang idan/atau ijasa 

yang itersedia idalam imasyarakat. iDalam ihak ikonsumen iini iterdapat ihak-hak iyang 

dilindungi ioleh iundang-undang, iyaitu: 
1. Hak iuntuk imendapatkan ikeamanan; 

2. Hak iuntuk imendapatkan iinformasi; 

3. Hak iuntuk imemilih; 

4. Hak iuntuk ididengar. 

Diantara sekian banyak hak konsumen, maka dapat disebutkan sebagai berikut: 

1. Hak atas informasi yang benar terkait barang dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku 

usaha untuk mencegah dari perbuatan penipuan; 

2. Antara harga dengan barang menyesuaikan kualitas dan standar yang tidak terlepas 

dari aturan hukum; 

3. Hak untuk mendapatkan keamanan produk dan lingkungan sehat; 

4. Hak untuk menyelesaikan sengketa konsumen apabila ada konsumen yang dirugikan; 

5. Hak untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari perlakuan pelaku usaha 

yang sewenang-wenangnya; dan 

                                                             
22Aghia Khumaesi Suud, “Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Barang Atau Jasa 

Online Yang Menyesatkan,” Pandecta Research Law Journal 14, no. 2 (2019): hlm. 76-77. 
23Agusti Dwi Siswayhuni, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 

Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Ganti Rugi Di J&T Express Sidoarjo” (Surabaya, Fakultas Syariah 

dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), hlm. 72. 
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6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi akibat barang dan/atau jasa yang tidak sesuai 

dengan kemauan konsumen. 

Keberadaan pelaku usaha di Indonesia khususnya mengenai peredaran rokok tersebut 

memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menelaah terkait apakah rokok tersebut 

termasuk ilegal atau bukan. Oleh karena itu, agar hak-hak konsumen dapat terpenuhi, maka 

terlebih dahulu bagi pihak pelaku usaha untuk menjalankan kewajibannya dalam melakukan 

peredaran rokok tersebut 

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa kewajiban pelaku usaha adalah: 

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan 

pemeliharaan; 

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan 

berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku; 

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang dan jasa 

tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat atau yang 

diperdagangkan; 

6. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan; 

7. Memberikan kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang dan jasa yang 

diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. 

Dalam pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa perbuatan 

pelaku usaha yang dilarang adalah apabila tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar 

yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha dilarang melakukan 

perdagangan baik berupa barang dan jasa apabila barang dan jasa tersebut tidak sesuai dengan 

undang-undang. Perbuatan yang pelaku usaha lakukan dengan mengedarkan rokok secara 
ilegal terindikasi membuat konsumen mengalami kerugian. 

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia selalu ada hukum atau peraturan yang 

mengaturnya seperti hukum positif. Peraturan atau hukum yang ada berguna untuk 

melindungi masyarakat.24 

 Hal yang lebih penting selanjutnya adalah ketika konsumen mendapatkan informasi yang 

sesuai, kadang sering tidak diinformasikan terkait peredaran rokok ilegal, demi mendapat 

keuntungan yang besar, mereka mengedarkan begitu saja dan tidak menjelaskan kepada 

konsumen. 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bagaimana tanggung jawab 

pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen: 

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, 

dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau di 

perdagangkan;  

2. Ganti rugi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat  berupa pengembalian uang 

atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan 

                                                             
24Loc.cit 
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kesehatan atau pemberian santunan  yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang  berlaku; 

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah 

tanggal transaksi; 

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak  

menghapuskan kemungkinan  adanya  tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih  

lanjut mengenai adanya unsur kesalahan; dan 

5. Ketentuan sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)  tidak berlaku apabila 

pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan  

konsumen. 

Menurut pasal yang telah diuraikan tersebut pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi 

atas kerugian yang diderita oleh konsumen. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya 

hal-hal yang menyebabkan kerugian terhadap konsumen dan pelaku usaha itu sendiri sebagai 

subyek hukum. Oleh karenanya pelaku usaha perlu meninjau peredaran rokok tersebut dan 

memperhatikan hal yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: “pelaku usaha dilarang 

memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan 

informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”. 

Dalam jenis ganti kerugian untuk konsumen yang telah disebut dalam Pasal 19 ayat (2)  

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut memberikan 

penjelasan sebagai berikut:25 

1. Pengembalian uang, yang dimaksud dengan pengembalian uang sebagai wujud 

penggantian kerugian adalah mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh 

konsumen pada waktu terjadi transaksi. Dalam kasus peredaran rokok ilegal yang 

telah dibeli oleh konsumen maka wajib mengembalikan uang sesuai dengan nominal 

yang telah diperjanjikan isebelumnya tanpa mengurangi atau melebihi nilai jual yang 

ditetapkan penjual; 

2. Pengembalian barang atau jasa, yang dimaksud dengan pengembalian barang atau jasa 

yaitu menyerahkan barang atau jasa sejenis dengan barang atau jasa lain sebagai 
pengganti dari barang jasa yang telah diterima konsumen, tetapi tidak dapat digunakan 

untuk memenuhi kebutuhannya; 

3. Perawatan kesehatan, dengan perawatan kesehatan artinya pelaku usaha mengganti 

biaya perawatan atas kerugian konsumen yang mendapatkan penyakit akibat 

mengkonsumsi barang tersebut. Seperti rokok ilegal ini, karena harga yang sangat 

terjangkau dimasyarakat maka konsumen rela membeli dan mengkonsumsi lebih 

banyak hingga berpengaruh pada kesehatannya seperti penyakit paru-paru; dan 

4. Pemberian santunan, yang dimaksud pemberian santunan yaitu memberikan sejumlah 

uang kepada konsumen atau ahli warisnya apabila konsumen cacat atau meninggal 

sebagai akibat dari memakai atau mengkonsumsi barang atau jasa yang diberikan oleh 

pelaku usaha. 

Pada prinsipnya iperlindungan iterhadap ikerugian ikonsumen itelah idijamin ioleh 

Undang-Undang inamun iterkadang ipenerapannya idilapangan itidak isesuai idengan idasar 

hukum iserta iprinsip-prinsip iyang itelah idiatur ioleh iUndang-Undang ibaik iitu idalam 

Undang-Undang iNomor i8 iTahun i1999 iTentang iPerlindungan iKonsumen, iKitab 

                                                             
25Siti Hodijah, A. A. Miftah, And Pidayan Sasnifa, “Analisis Perlindungan Konsumen Tentang Jaminan/Garansi 

Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Dan Hukum Ekonomi Syariah” (Phd Thesis, Uin 

Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2018), hlm. 73-74. 
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Undang-Undang iHukum iPerdata idan ibeberapa iteori ihukum idi iIndonesia. iDengan 

adanya iperaturan ihukum imengenai ipelaku iusahadan ikonsumen, imaka iapa iyang menjadi 

hak idan ikewajiban ikonsumen iserta ipelaku iusaha idan ibagaimana itanggung ijawab iyang 

harus idilakukan ipelaku iusaha idapat idiketahui ioleh ikonsumen iserta ipelaku iusaha. iHal 

itu itentu imemudahkan ikonsumen idalam imelakukan ipembelaan iterkait ihak-haknya iyang 

telah idilanggar ioleh ipelaku iusaha, idan ipelaku iusaha ijuga. 

Padaiprinsipnya iperlindungan iterhadap ikerugian ikonsumen itelah idijamin ioleh 

Undang-Undang inamun iterkadang ipenerapanya idi ilapangan itidak isesuai idengan idasar 

hukum iserta iprinsip-prinsip iyang itelah idiatur ioleh iUndang-Undang ibaik iitu idalam 

Undang-Undang iNomor i8 iTahun i1999 iTentang iPerlindungan iKonsumen, iKitab 

Undang-Undang iHukum iPerdata idan ibeberapa iteori ihukum idi iIndonesia. iDengan 

adanya iperaturan ihukum imengenai ipelaku iusaha idan ikonsumen, imaka iapa iyang 

menjadi ihak idan ikewajiban ikonsumen iserta ipelaku iusaha idan ibagaimana itanggung 

jawab iyang iharus idilakukan ipelaku iusaha idapat idiketahui ioleh ikonsumen iserta ipelaku 

usaha. iHal iitu itentu imemudahkan ikonsumen i idalam imelakukan ipembelaan iterkait hak-

haknya iyang itelah idilanggar ioleh ipelaku iusaha, idan ipelaku iusaha ijuga iharus 

mengedepankan iitikad ibaik, ihal iitu iyang iakan imemudahkan ikonsumen iserta ipelaku 

usaha iterkait iadanya isengketa iatas ikerugian ikonsumen, ikarena ikebanyakan ipelaku 

usaha iakan iberkelit idan ilari iberdasarkan itanggung ijawab. 

Sekalipun irokok iilegal ibisa ijadi itidak iterdapat ikerusakan, icacat iataupun itercemar, 

tetap isaja ikarena irokok iini itidak isesuai idengan iUndang-Undang iterkait ipenggunaan 

cukainya imaka iperlu idiberikan iinformasi isecara ilengkap iagar imelindungi ikepentingan-

kepentingan iumum iyang iberkaitan idengan iperekonomian idan ipembangunan inasional 

serta ihak-hak ikonsumen. 

Mengenai iperedaran irokok iilegal iapabila itelah isampai ikepada ipembeli idan iterdapat 

cacat iatau ikerusakan iyang itidak idiketahui ioleh ipembeli idan ijuga iadanya irokok iilegal 

yang itidak isesuai istandar, imaka ipelaku iusaha itersebut imemberikan ikompensasi iganti 

rugi iharus idiberikan ikepada ipembeli, idan iudah idijelaskan ididalam iUndang-Undang 

Nomor i8 iTahun i1999 itentang iPerlindungan iKonsumen ipada iPasal i19 iayat i(1) idan (2). 
Bagi ipihak i ipenyedia iatau ipun imelakukan iperedaran irokok iilegal isebaiknya 

memberikan iganti irugi iatau imengganti isejumlah iuang ikepada ikonsumen ijika idalam 

melakukan iproses ipengiriman iterdapat ikelalaian iatau ikesengajaan iyang imengakibatkan 

suatu irokok iilegal. iPerlu idiperhatikan ibahwa ihak idan ikewajiban ipelaku iusaha 

bertimbal ibalik idengan ihak idan ikewajiban ikonsumen, imaka ihak ibagi ikonsumen adalah 

kewajiban iyang iharus idipenuhi ioleh ipelaku iusaha. iDemikian ijuga idengan ikewajiban 

konsumen iadalah ihak iyang iditerima ipelaku iusaha. 

Kesadaran ikonsumen ibahwa imempunyai ihak idan ikewajiban iserta iperlindungan 

hukum iharus idiberdayakan idengan imeningkatkan ikualitas ipendidikan iyang ilayak, ihal 

ini imenjadi ifaktor iutama iperlakuan iyang isemena-mena ioleh i ipelaku iusaha ikepada 

konsumen iyang imemiliki ikurangnya ikesadaran idan ipengetahuan itentang ihak idan 

kewajibannya. iKesadaran ipelaku iusaha iakan ihak-hak ikonsumen ijuga idi iperlukan iuntuk 

terciptanya iharmonis iantara itujuan ipelaku iyang imenginginkan iperolehan ijabatan 

pamerugikan ikonsumen iyang imemiliki ikepuasan imaksimum.26 

Meskipun iuntuk isaat iini ibelum iada ilaporan iterkait imengenai ikasus iperedaran rokok 

ilegal iyang imerugikan ikonsumen, inamun imengingat iyang itelah idisampaikan ioleh Pihak 

                                                             
26Siswayhuni, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen Terhadap Praktik Ganti Rugi Di J&T Express Sidoarjo,” hlm. 74. 
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Badan iPusat iStatistik iterkait ijumlah ipenduduk iyang imerupakan iperokok iyang iberusia 

15 itahun ike iatas idinilai icukup ibanyak, imaka ihal iini imenjadi iperhatian iuntuk 

mencegah ikonsumen itidak imendapatkan ihak-hak inya idalam imembeli isuatu ibarang atau 

jasa. 

 

III. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan iipembahasan iidan iianalisis iidengan iimemperhatikan iipokok-pokok 

permasalahan iitersebutditarik iikesimpulan iisebagai iiberikut, iiRokok iimerupakan iisalah 

satu iibenda iiyang iipaling iibanyak iidikonsumsi iioleh iimasyarakat iiIndonesia, masyarakat 

yang iidimaksud iidisebut iikonsumen iirokok. iiKebanyakan iikonsumen irokok iitidak 

pernah iipeduli iidengan iisetiap iirokok iiyang iiakan iidikonsumsi. iiHal iiini imenyebabkan 

banyak iihal iiyang iitidak iidiketahui iikonsumen. iiMenanggapi iimaraknya iterjadi iipraktik 

peredaran iirokok iiilegal iiyang iiterjadi, iimaka iiPemerintah iiberencana iakan iimenaikkan 

harga iiCukai iiHasil iiTembakau ii(CHT) iipada iitahun ii2022. iiNamun ihal iiini imendapat 

perhatian iiserius iidari iiPerkumpulan iiGabungan iiPerserikatan iPabrik iiRokok iiIndonesia 

(GAPPRI). iiAlasannya, iiindustri iihasil iitembakau ii(IHT) iakan iimengalami iitekanan 

berat iisetiap iikali iiCHT iiakan iidinaikkan. iiSelain imenurunkan iiproduktivitas iiIHT, 

kenaikan iicukai iihasil iitembakau iijuga iimenyuburkan ipasar iirokok iiilegal. iiMengenai 

peredaran iirokok iiilegal iiapabila iitelah iisampai ikepada iipembeli iidan iiterdapat iicacat 

atau iikerusakan iiyang iitidak iidiketahui iioleh ipembeli iidan iijuga iiadanya iirokok iiilegal 

yang iitidak iisesuai iistandar, iimaka iipelaku iusaha iitersebut iimemberikan iikompensasi 

ganti iirugi iiharus iidiberikan iikepada ipembeli, iidan iisudah iidijelaskan iidi iidalam 

Undang-UndangNomor ii8 iiTahun ii1999 tentang iiPerlindungan iiKonsumen iipada iiPasal 

19 iiayat ii(1) iidan ii(2). iiMenurut ipasal tersebut, iipelaku iiusaha iiwajib iimemberikan 

ganti iirugi iiatas iikerugianyang iididerita iioleh iikonsumen. iiHal iiini iidilakukan iiuntuk 

menghindari iiterjadinya iihal-hal iiyang iimenyebabkan iikerugian iiterhadap iikonsumen dan 

pelaku iiusaha iiitu iisendiri iisebagai iisubjek iihukum. iiOleh iikarenanya iipelaku iusaha 

perlu iimeninjau iiperedaran iirokok iitersebut iidan iimemperhatikan iihal iiyang idilarang 
sebagaimana iidiatur iidalam iiPasal ii8 iiayat ii(2) iiUndang-Undang iiNomor ii8 iTahun 

1999 iitentang iiPerlindungan iiKonsumen. 
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